
BUPATI TANA TORA.IA
PROVINSI SULAWESI SEI.ATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 1'r TAHUN 2-2.

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah
dan profesional, diperlukan sistem kerl'a antara Jabatan
Pimpinan tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 7 Tahun 2O22 tentang Sistem Kerja Pada

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi, sistem
kerja digunakan sebagai instrumen bagi Aparatur Sipil
Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Kerja;

1. Pasal 18 ayat (6) Undag-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor

t8221;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia
Talru n 2O14 Nomor 244, Tarnbahan lrmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undalg-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 ter,'t-ang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peratural Pemerintah Nomor
11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a7l;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, TambaJtan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Tora-ia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2022 terltang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (tembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2022 Nomor 4l;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAI}UPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yarrg dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, dan
tanggung jawab, wewenang, dan hak seor€mg pegawai ASN dalam
suatu satuan atau unit organisasi.

7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan
manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat foB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
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pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang
spesilik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

11. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.

12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
pe{anjian ke{a yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

13. Sistem Ke4'a adalah serangkaian prosedur dan tata ke{a yang
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi.

14. Penyesuaian Sistem Keda adalah perbaikan dan pengembangan
mekanisme ke{a dan proses bisnis pegawai ASN dengan
memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

15. Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan
mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

16. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang
menggambarkan hubungan keda yang efektif dan efisien antar
unit organisasi yang menghasilkan kinefa dan keluaran yang
bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.

18. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada
Pemerintah Daerah.

19. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur orgarisasi yang dapat
dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan penrndang-undangan.

20. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat
Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi
tertentu.

21. Pejabat Penilai Kinerja atasan langsung dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi
pendelegasian kewenangan.
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22. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan tugas
tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu
tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

23. Sistem Pemerintahan Berbasis Elelrtronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Peratural Bupati ini untuk:

a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan elisien;
b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kine{a organisasi;
c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi.

Pasal 3

Sistem Kerja dilaksanakan dengan prinsip:

a. orientasi pada hasil;
b. kompetensi;
c. profesionalisme;
d. kolaboratif;
e. transparansi; dan
f. akuntabel.

BAB II

SISTEM KERJA

Bagran Kesatu

Mekanisme Keg'a

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Mekanisme kerja terdiri atas 3 (tiga) tahapal, yakni:
a. tahapan perencanaan;
b. tahapan pelaksanaan; dan
c. tahapan evaluasi.

Pasal 5

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
terdiri atas:

a. penyusunan dan penetapan peg'anjian kinerja dan/ atau sasaran
kine{a pegawai paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
perumusan strategi pencapaian target kine{a, serta penugasan
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di bawah koordinasi
Pejabat Administrator oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Pengawas oleh Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional
dan/ atau Pejabat Pelaksana oleh Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk menjadi pimpinan unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. perumusan strategi pelatsanaan pencapaian target kinerja oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari penentuan
pelaksanaan tugas dalam bentuk tim ke{a atau individu,
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim; dan

c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana.

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
terdiri atas:

a. penyusunan rincian pelaksanaal kegiatan, pembagian peran dan
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

b. monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelalsanaan kegiatan oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau ketua
tim; dan

c. penyarnpaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan Unit
Organisasi.

Pasal 7

(1) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
meliputi reviu atas hasil pelaksanaan tugas tim ker;'a atau
individu oleh Pejabat Penilai Kineq'a atau Pimpinan Unit
Organisasi.

(2) Pelaksanaan tugas oleh tim keq'a atau individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Pimpinan Unit
Organisasi menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan
telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Pasal 8

Mekanisme Keq'a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. kedudukan;
b. penugasan;
c. pelaksanaan tugas;
d. pertanggungiawaban pelaksanaal tugas;



e. pengelolaan kinerja; dan
f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragral 2

Kedudukan

Pasal 9

(1) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat

Pengawas.

(2) Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu

unit kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat

Fungsional dan Pejabat Pelaksana.

(3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disesuaikan dengan struktur
organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian dalam peta jabatan.

(2) Penggambaran kedudukan dan bagan penugasan Pejabat

Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah

tercantum dalam la.mpiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Sistem Kerja.

Paragraf 3

Penugasan

Pasal 1 1

(1) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana ditugaskan secara

individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengutamakan

profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian

dan/atau keteramPilan.
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatlan

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berasal dari dalam

satu Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi, dan/ atau lintas

instansi pemerintah.

Pasal 12

(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilakukan

melalui penunjukan dan /atau pengajuan sukarela.
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(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meruapakan
penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana
Kegiatan oleh Pejabat Penilai Kineqia dan/ atau pimpinan Unit
Organisasi untuk melaksanakan kinerj'a tertentu.

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pejabat pelaksana
atas dasar permohonan atrtif dari Pejabat Fungsional atau pejabat
Pelaksana untuk melaksanaJ<an kinerja tertentu.

(4) Pengajuan sukarela s6laga ip61a dimaksud pada ayat (3) hanya
dapat dilakukan di dalam unit organisasi pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana bersangkutan dan lintas unit organisasi dalam
instansi pemerintah.

(5) Penugasan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pejabat Penilai Kinerl'a atau Pimpinan Unit Organisasi.

(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan bukti
penugasan tertulis yang berbentuk fisik dan/atau elektronik.

Pasal 13

Mekanisme penunjukan sebagaimana dimal<sud dalam pasal 12 ayat
(1) terdiri atas:

a. penunjukan dalam unit organisasi;
b. penunjukan lintas unit organisasi; dan
c. penunjukan lintas instansi pemerintah.

Pasal 14

Mekanisme penunjukan dalam unit organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan langsung oleh pimpinan
Unit Organisasi.

Pasal 15

Mekanisme penunjukan lintas unit organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 hurufb dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
kepada Pejabat Penilai Kineq'a dituju dimana Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana dimaksud berada dengan tembusan
Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan;

b. terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana kepada Pejabat Penilai Kineq'a dituju dimana
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana dimaksud berada,
memproses dan menjawab permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana tersebut.

c. Apabila Pejabat Penilai Kine{a dimana Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana dimaksud berada, menyetujui pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana, maka berdasarkan
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rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai
Kinerja menyusun surat penugasan untuk menugaskan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang sesuai dengan kriteria
yang disampaikan pemohon.

d. Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana, maka Pejabat Penilai
Kinerja tersebut menjawab surat permohonan pelibatan disertai
alasan; dan

e. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 16

Mekanisme penunjukan lintas instansi pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 hurufc dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih dahulu
mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana kepada foB dengan tembusan Pejabat
Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya;

b. apabila SrB setuju atas permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana sebagaimama dimaksud pada huruf a, $zB
mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksanatersebut kepada grB instansi yang dituju;

c. apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana disetujui oleh $B instansi yang dituju, gzB
instansi yang dituju menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja
untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di
dalam surat permohonan pelibatan;

d. berdasarkan instruksi B,B, Pejabat Penilai Kinerja dengan
rekomendasi Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana berada menjawab ketersediaan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang bersesuaian
dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam surat permohonan
pelibatan;

e. apabila Pejabat Fungsiona-l atau Pejabat Pelaksana tersedia maka
dilakukan hal sebagai berikut:
1. Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban

permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsiona.l atau
Pejabat Pelaksana yang ditugaskan kepada grB. Apabila g,B
menyetujui, S,B mengirimkan surat jawaban permohonan
kepada $zB pemohon;

2. berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh $rB,
maka Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi
yang dituju menugaskan Pejabat Fungsional atau pejabat
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Pelaksana sesuai daftar Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana yang ditugaskan untuk bekeda sesuai pelibatan

tersebut;
3. berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka

Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat penugasan

dan/atau bukti penugasan secara tertulis untuk kemudian

disampaikan kepada Pejabat Fungsional atau Pejabat

Pelaksana yang ditugaskan dengan tembusan foB instansi

bersangkutan, dan SB instansi pemohon;

4. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat

penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

Pasal 17

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a

dan Pasal 16 huruf a paling sedikit memuat:

a. maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional

atau Pejabat Pelaksana;

b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;

.. 
"k"pekt"" 

i llarget kinerja dari Pejabat Fungsional atau Pejabat

Pelaksana Yang ditugaskan; dan

d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana'

Pasal 18

Pengajuan sukarela dalam Unit Organisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat(4) dilakukan dengan mekanisme:

a. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan secara

lisan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja tertentu

kepada PimPinan Unit Organisasi;

U. .p.Uita Pimpinan Unit Organisasi menyetujui' maka Pimpinan

Unit Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat

Pelaksanauntukmelaksanakankinerjatertentutersebut;
c. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat

penugasan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab'

Pasal 19

Pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud

aaUm pasat 12 ayat(a) dilakukan dengan mekanisme:

a. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan surat

permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja

kepada pimpinan Unit Organisasi dituju dengan tembusan Pejabat

Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;

b. apabila Pimpinan Unlt Organisasi dituju menyetujui' maka

fe.lafat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan surat

permohonan persetujuan yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit
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Organisasi yang dituju kepada Pejabat Penilai Kine{a dengan

tembusan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;
c. apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka

kemudian Pejabat Penilai Kinerja menyusun surat penugasan

untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana

untuk melaksanakan kinerja yang berada di Pimpinan Unit
Organisasi dituju;

d. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelalsana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab'

Paragraf 4

Pelaksanaan Tugas

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat

Pelaksana dalam unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1l ayat (2) dilakukan secara individu ataupun dalam tim
kefa.

(2) Pelaksanaan tugas yang dilakukan secara indirridu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana melaksanakan

tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional

masing-masing atau uraian jabatan pelalsana yang

diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

b. Tugas dan fungsi jabatan fungsional dan uraian tugas jabatan

pelaksana yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau

Pejabat Pelaksana merupakan penjabaran atau turunan dari

tugas, fungsi dan kinerja unit organisasi;

c. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana memperhatikan:

1. arahan dan strategi kinerja Unit Organisasi;

2. target pencapaian kinerja Unit Organisasi; dan

3. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana lain dalam unit
organisasi.

(3) Pelaksanaan tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana

dalam tim ke{a dilakukan untuk melaksanakan tugas yang

memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional

dan /atau Pejabat Pelaksana dalam Unit Organisasi;

b. tim kerja metalsanakan tugas Unit Organisasi sesuai arahan

dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan

tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan

permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi

kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk diputuskan dan/ atau

ditindaklanjuti;
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d. Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara
berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai
bahan input pengambilal keputusan dan pemberian arahan
pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja;

e. bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim
kerl'a berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain;
dan

f. koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pamantauan dan evaluasi tugas
dan kegiatan tim kerja.

Pasal 2l
(1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pejabat

Pelaksana lintas unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I I ayat (2) dilakukan dalam tim keda.

(2) Pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam tim kerl'a sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. dilakukan untuk pelaksanaan tugas yang memerlukan

keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau
Pejabat Pelaksana lintas unit organisasi;

b. dilakukan sesuai arahan dan strategi pimpinan unit organisasi
pemilik kineda;

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim ke{a dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja untuk
diputuskan dan/atau ditindaklanjuti;

d. dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala
dimaksud, tim ke{a dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan
Pejabat Pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-
masing;

e. bilamana diperlukan, tim ke{a dapat melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim ke{a lain; dan

f. koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e pada tahap
perencErnaan, pelaksanaan, pamantauan dan evaluasi tugas
dan kegiatan tim keq'a.

PasaT 22

(1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana lintas instansi pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1l ayat (2) dilakukan dengan tim kerja.
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(2) Pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam tim keda sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan ketentuan:

a. dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau
Pej abat Pelaksana lintas inastansi pemerintah ;

b. tim kerja lintas instansi pemerintah dapat dibentuk untuk
melal<sanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja
Unit Organisai pemilik kinerja pada instansi pemerintah
pelaksana fungsi atau untuk mendukung program strategis
lintas instansi pemerintah

c. dilakukan sesuai arahan dan strategi Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kineq'a pada instansi pemerintah pelaksana
fungsi atau arahan pimpinan instansi pemerintah pelaksana
fungsi;

d. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim ke{a dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
pada instansi pemerintah pelaksana fungsi untuk diputuskan
dan/atau d itindallanj uti;

e. dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi atau lintas instasi pemerintah dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, tim
kerja dapat menayampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi atau pimpinan instansi pemerintah
dimana Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dimaksud
berada untuk ditindaklajuti sesuai dengan tugas dan fungsi
Unit Organisasi atau instansi pemerintah masing-masing;

f. bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim ke{a lain; dan

g. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan
pada tahap perenc€rnaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi tugas dan kegiatan tim ke{a.

Pasa-l 23

(1) Dalam pelaksanaan tugas tim kerja, Pimpinan Unit Organisasi
dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau Pejabat

Pelaksana sebagai ketua tim ke{a berdasarkan keahlian darr/atau
keterampilan;

(2) Dalam tim kerja yang anggotanyaberasal dari lintas Unit
Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat

Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai ketua
tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kine{a;

(3) Jumlah tim kerja d jumlah Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana dalam tim kerja sesuai kebutuhan pencapaian kinerja.
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Paragraf 5

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasai 24

(1) Pertanggungiawaban pelaksaaaan tugas Pejabat Fungsional atau

Pejabat Pelaksana terdiri atas pertanggungiawaban secara

individu dan/atau pertanggunglawaban dalam tim kerja'

(2) Pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau

Pejabat Pelaksana secara individu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) dilaporkan secara langsung kepada Pimpinan

Unit Organisasi.

(3) Pertanggungiawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau

Pejabat Pelaksana dalam tim keda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat ( 1) meliPuti:

a. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan

sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada

ketua tim.
b. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan

sebagai ketua tim kemudian melaporkan pelaksanaan tugas

tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi'

(4) Pimpinan Unit Organisasi sewaktu-waktu berwenang untuk

meminta laporan kepada ketua tim dan/ atau anggota tim ke{a'

Paragraf 6

Pengelolaan Kine{a

Pasal 25

(1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana

baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri

atas:

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klasifikasi

ekspektasi;
b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kineq'a yang

meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik

berkelanj utan dan pengembangan kine{a pegawai:

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan

d. tindak lanj ut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian

penghargaan dan sanksi.

(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengelolaan kine{a Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana.



- 15 -

Paragral T

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 26

(l) Setiap Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elelctronik melalui pemanfaatan aplikasi
SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem ke{a Perangkat

Daerah.
(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa

aplikasi umum berbagi pakai.

Pasel 27

(l) Pimpinan Perangkat Daerah memastikan setiap Unit Organisasi
menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat(21.
(2) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

dalam mendukung sistem keqia dikoordinasikan oleh tim
koordinasi SPBE Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan

Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah

Pasal 28

Bagan Penugasan dan Mekanisme kerja Pejabat Fungsional dan

Pejabat Pelaksana tercantum dalam L^ampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Format naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai

dengan Pasal 19 dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua
Tim, dan Anggota Tim

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kine{a

Pasal 3O

Tanggung jawab Pejabat Penilai Kine{a dalam pelaksanaan tugas tim
kerja atau individu meliputi:
a. menyusun dan menetapkan peta jalan (roadmap) dan rencana

kerja organisasi;
b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan

dengan strategi dan tujuan organisasi;
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c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola dan

sumber daya optimal;
d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan

e. memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan

fungsi antar Unit Organisasi.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pimpinan Unit Organisasi

Pasal 3l
Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dalam peLaksanaan tugas

tim keg'a atau individu meliPuti:
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;

b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan

kegiatan;
c. memberikanarahan terpadu, input dan umpan balik atas

pelaksanaan kegiatan;
d. memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar

tim dan individu; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim dan

individu.
Paragraf 3

Tanggung Jawab Ketua Tim

Pasal 32

Tanggung jawab Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas tim ke{a atau

individu meliputi:
a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b. membagi peran anggota tim sesuai kompetensi, keahlian,

dan / atau keteramPilan ;

c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;

d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

e. melaporkan hasil kinerja anggota timmnya kepada Pejabat Penilai

Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai

bahan pertimbangan penilaian kine{a Pejabat Fungsional dan

Pejabat Pelaksana;dan

f. melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar

anggota tim.

Paragraf 4

Tanggung Jawab Anggota Tim

Pasd 33

Tanggung jawab anggota tim dalam pelaksanaan tugas tim kerja atau

individu meliputi:
a. menyusun rencana keda individu;

b. melaksanakan kineda sesuai ekspektasi ketua tim; dan
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c melaporkan hasil kinelanya kepada ketua tim.

Bagian Ketiga

Proses Bisnis

Pasal 34

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat

Daerah yang menggambarkan hubungan keq'a yang efektif dan

efisien antar Unit Organisasi.
(2) Untuk pelaksanaan Sistem Kerja, Perangkat Daerah melakukan

perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis.
(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan

evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar
operasional prosedur.

(4) Tata cara penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB III
TRANSFORMASI MANAJEMEN

Pasal 35

(1) Penyesuaian sistem kerja sebagai tahapan untuk mendukung
optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, merupakan
bentuk dari pelaksanaan transformasi manajemen.

(2) Penerapan penyesuaian sistem kerja perlu dikawal, dikendalikan,
dan didukung oleh Tim Transformasi Manajemen.

Pasal 36

Peran Tirn Transformasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, meliputi:
a. dukungan pembinaan strategi organisasi; dan

b. dukungan pembinaan sinergitas organisasi.

Pasal 37

(1) Dukungan pembinaan strategi organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 hurufa, dengan tahapan:

a. pengoordinasial pencapaian rencana strategis;

b. penjaminan efektivitas reformasi birokrasi dilingkungan
pemerintah daerah; dan

c. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi
dilingkungan pemerintah daerah.

(2) Dukungan pembinaan sinergitas organisasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dengan tahapan:
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a. Penguatan kalaborasi dan sinergitas organisasi antar unit
organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah; dan

b. Penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja perangkat

daerah lingkup pemerintah daerah.

Pasal 38

Tim Transformasi Manajemen dilaksanakan oleh unsur
kesekretariatan yang terdiri dari pejabat:

a. Pejabat yang Berwenang;

b. Pejabat level tertinggi;

c. Pejabat Penilai Kinerja; dan

d. Pimpinan Unit yang Bertanggungiawab atas perrencanaan kine{a
dan anggaran.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan'

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
ggal : -. ' : '; :; )' 2-.

TOR{.IA,

RERUNG

Diundangkan Makale

i. .. i.;. i .-*: - i,r

S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

LOLOR

RAH KAE}UPATEN TANA TORA"IA TAHUN lr NOMOR ?.:2'
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I"AMPIRAN I
FERA'FURAN BUPAT{ TANA TORA"IA
NOMOR TAHUN
TENTANG
SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORA.IA

BAGAN PENUGASAN DAN MEKANISME KERJA PE.IABAT FUNGSIONAL DAN
PE.'ABAT PEI.AKSANA

A' Bagan Penugasan dan Mekaaisme Kerja pejabat Fungsional dan pejabat
Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
1. Sekretaris Daerah sebagai pejabat penilai Kineq.a

a. Bagan penugasan

b. Mekanisme Kerja

SEKRETARIS DAERAH SEBAGAI PUABAT PENITAI KINERJA

t
g

i

I

PI

"i

Ij
:T

ASISTEN SEKDA

PEIAKSANA

KEPATA BAGIAN
I(EPALA BAGIAN

ASISTEN SEKDA

SEKDA
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2. Asisten Sekretaris Daerah sebagai pejabat penir:i Kinefa
a. Bagan Penugasan

b. Mekanisme Ke{a

ASISTEN SEEAGAI PEJABAT PENITAI KINERJA

z

{

(,

s

;
s

:E
9<
sE

6a
1>

ASISTEN

SETDA

SEKDA

ASISTEN

SETDA

KELOMPOK JF

& PELAKSANA
KELOMPOK JF

& PELAKSANA
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3. Kepala Bagian Sebagai Pejabat Penilai Kine{a
a. Bagan Penugasan

b. Mekanisme Kerja

(ABAG SEBAGAI PUABAT PENILAI XINERIA

s

=-

{
E

3

U

s

<s
tt
EE

KII.OMPOK JF DAN
JABATAN PETAKSANA
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B. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana pada Selaetariat DPRD Ihbupaten Tana Toraja.

1. Selcetaris DPRD Sebagai Pejabat Penilai Kineq'a

a. Bagan Penugasan

b. Mekanisme Kerja

SEKRETARIS DPRD SESAGAI PEJABAT PENILAI KINERJA

:
i

T3
{i
5E

<5l!
;3

KEIOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KEPATA BAGIAN

SEKRETARIS

DPRD

KEPAI.A BAGIAN
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2. Kepala Bagian Sebagai pejabat penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

b. Mekanisme Ke{a

SEXRETARIS

DPRD

KEPA[A
BAGIAN

KEPATA
BAGIAN

KETOMPOK JF

DAN
PETAKSA]tIA

XEl-Olt IPOK JF

DAN
PEIAKSANA

KABAG SEBAGAI PSABAT PENII.AI I(INERJA

,

=

h

t
I
23

I
E

ri
{B
E!
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C. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Inspelrtorat Kabupaten Tana Tor4ia.

l. Bagan Penugasan

a. Inspektur Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

b. Sekretaris/lnspektur Pembantu Sebagai Pejabat Penilai Kineqia

IRBAN SEKRETARIS

INSPEKTUR

KELOMPOX JF DAN
PETAXSANA

INSPEKTUR

IRBAN SEKRETARIs

KELOMPOK JF DAN
PE[AXsANA

KELOMPOK JF DAN
PETAKSANA
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2. Mekanisme Kerja:

MEKANISME KERJA PADA INSPEKIORAT DAERAH

I

E

E

ts

'Eg!

*it!

D. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Dinas Kabupaten Tana Toraja

1. Bagan Penugasan

a. Kepala Dinas Sebaeai Pejabat Penilai Kinerja

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

KEPAlA BIDANG

KEPATA DINAS

XEPATA BIDANG
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b. Sekretaris/Kepala Bidang Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

2. Mekanisme Ke{a

MEXANISME XERIA PAOA DINAS DAERAH

,
E

;
i

E

it
{x:i\3

51
E

KEPAI.A DINAS

SEKRETARIS KEPAI.A BIDANG

KELOMPOX JF

DA PETAKSANA
KETOMPOK JF

DAN PEI.AI(SANA
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E' Bagan Penugasan dan Mekanisme Keda pejabat Fungsiona-r dan pejabat
Pelaksana pada satuan porisi pamong praja, pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Tana Torqia.

l. Bagan Penugasan

a. Kepala Satuan Polisi pamong praja, pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Sebagai pejabat penilai Kine4.a

b. Sekretaris /Kepala Bidang Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KELOMPOK JF

DAN
PETAKSANA

XEPALA BIDANG

KASATPOT PP

KEPATA BIDANG

KASATPOL PP

SEKRETARIS

KELOMPOK JF

DAN PETAKSANA
KETOMPOK JF

DAN PETAKSANA
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2. Mekanisme Kerja

SATPOL ETAMATA
EM tsMXAN E KERJA PADA PP PEM DAI\,I l(EBA &XAf,AT.I PENY N

Ptr

o

7
I

D

E

:
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:E
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TAIE
r3
c
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F. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Badan Kabupaten Tana Toraja.

l. Bagan Penugasan

a. Kepa.la Badan/Kepala Pelaksana Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

XETOMPOK JF DAN
PETAKSANA

XEPALA BIDANG

KEPATA BADAN

XEPATA BIDANG

KELOMFOK JF DAN
PELAIGANA

KEPATA BIOANG

KEPAI.A PEI.AKSANA PADA BPBD

XEPATA BIDANG
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b. Sekretaris /Kepala Bidang Sebagai Pejabat Penilai Kinerl'a

KEPAI.A BADAN

SEXRETARIS KEPATA BIDANG

KELOMPOK JF

DAN PETAKSANA
KELOMFOK JF

DAN PEI.AKSANA

KEPATA PETAKSANA PADA BPBD

SEKRETARIS KEPA]A BIDANG

KELOMPOX JF

DAN PElAKSANA
KELOMPOK JF

DAN PETAXSANA
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2. Mekanisme Keda

METANEME KERJ.A PADA BADAN

-t
xgt;

-t)
E

E
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G. Bagan Penugasan dan Mekanisme Keq'a Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada RSUD Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan
a. Direktur RSUD Sebegai Pejabat Penilai Kinerja

b. Kepala Seksi/Kepala Subbagian Sebagai Pejabat Penilai Kinerl'a

KELOMPOK JF

DAN
PETAKSANA

XEPATA SEKSI

RSUD

DIREKTUR RSUD

KEPATA
SUBBAGIAN

RSUD

DIRUT RSUD

KEPALA
SUBBAGIAN RSUD

XEPATA SEKSI

RSUD

KELOMPOK JF

DAN PETAKSANA
KEIOMPOK JF

DAN PEI-AKSANA
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2. Mekanisme Kerja

MEMNISME XERIA PADA RSUD

Phase

I

E

Dt

E

g
E

9
3

,t
IE
E9
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H. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelalsana pada Kecamatal Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan
a. Camat Sebagai Pejabat Penilai Kineq'a

b. Sekretaris Camat Sebagai Pejabat Penilai Kineq'a

KELOMPOK JF

DAN
PEI.AKSANA

KEPATA SEKSI

CAMAT

XEPAIA
SUBBAGIAN

SEKCAM

KEPAIA
SUBBAGIAN

KEPAI.A SEKSI

XETOMPOK JF

DAN PEI.AKSANA
KEIOMPOK JF

DAN PEI.AKSANA
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2. Mekanisme Kerja

MEXANISME (ER'A PADA (ECAMATAN
Ph

t
J

,
J

u

I
5

!=
{E
5g

titl
6E
.g
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I. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Kelurahan Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan Lurah Sebagai Pejabat Penilai Kineq'a

LURAH

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

KELOMPOK JF OAN
PElAI(SANA

KEI.OMPOK JF DAN
PETAKSANA
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2. Mekanisme Keda

MEXANISME IGRJA PADA KEI.URAHAN

i

I

E

:

t
It

-:

8I3

ra
JEr9
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J. Bagan Penugasan dan Mekanisme Keda Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana pada Sekolah Kabupaten Tana Toraja.

Kepala Sekolah Sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

b. Mekanisme Ke{a

KEPATA SEKOLAH

KELOMPOKJF DAN
PEIAKSANA

MEIGNISME rcRJA PADA SE(OTAH

s

g

t

E

ii
EH
CS

3at:
gc
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K. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana pada Sekolah Kabupaten Tana Toraja'

Kepala Puskesmas $s[agei Pejabat Penilai Kineda

a. Bagan Penugasan

b. Mekanisme Kerja

MEXANISME XERJA PADA PUSXESMAS

;
il
e
t

I

iE

$E

{E
EE

TOR,{.IA,

KEPAI.A
PUSKESMAS

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

ALI,ORERUNG
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORA.IA
NOMOR TAHUN
TENTANG
SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA
?ORAIA

A. Penugasan Secara Individu

Dasar : )Goooooooo<

Kepada :

FORMAT NASKAH DINAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS
Nomor:

MENUGASKAN:

Narrra
NIP
Pangkat
Jabatan

X:oootmo<
X:ooooooo<
X:ooooooo<
)0ooooooor

Untuk :

1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah T\rgas
untuk melakukan tugas sebagai looc,ooooooooc( Tahun Anggaran )oooo(.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal rc< Xroooooooor :oocr hingga :o<

X:r:aeasoo* ,onor, dan hasil pelaksaraanny-a dilaporkan pada
kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Tugas ini,
dibebankan pada DPA X:oooooooooo< Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggaran >ooo<.

Demikian Surat T\rgas ini dikeluarkan untuk dilaksalakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
?ada tmggal ,D( )goo( rooo(

:o(Ecmcn(
Pangkat X:cooooooo<
NIP hoooooooooo<
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JAryAL BI'E f,ECIATAT
BERI'ASARTAT PEf,A DROSEA BISIIS

TAEI'T

I(, Af[fVlTira
JADWAL PfIATAAIAAT

JAT ltB IAR APN, JUT JI'I.L AG6 otr iov DI3

I Xffi

2 )<ffid

3 Xm:q

4 Xffi

5 Xm

6 Xffi
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B. Penu gasan Antar Subbagian/ Subbidang/ Seksi
Intemal Sekretariat/ Bagian/Bidang

KOP NASKAH DINAS

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomoor
Lampiran
Sifat
HaI Permintaan Anggota Tim X:oooooor Tahun:ooo<

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan hooooooo<
tahun:ooo< dengan ini kami mengajukan permintaan persetujuan atas nama:

Nama
Pangkat
MP
Jabatan

koooooooooor
)Goooooooooo<
)Coooooooooo<
X:oooooooooo<

sebagai anggota Tim booooooooooo< Tahun Anggaran >ooor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Saudara
diucapkan terima kasih.

)Cooooomooor,

:oo(loouou(
Pangkat )Coooooooo(
NIP X:oooooooooo<
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Dasar : X:moooooo<

MENUGASKAN:

Kepada :

(Nama, NIP, Pangkat,Golongan Ruang dan Jabatan terlampir)
Untuk :

1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk melakukan tugas sebagai tim Xmooooooor Tahun Anggaran
looo(.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal :or )Goooooooo< :ooo< hingga :or
X:oooooooo< )ooo(, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Tugas ini,
dibebankan pada DPA X:oo<rcoooooo< Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggaran :ooor.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal :o< X:oo< :ooor

:cxEooooo(
Pangkat hoooooooor
NIP X:ooomooooor



-44-

l,ampiran
Surat T\rgas Kepala kooooooooool
Nomor :

Tanggal :

DAI"TAR PEIIUGASAI{ TIM IOCPOOO(ECX]( TAIII,IT AIT(X}ARAIY 
'CXXX

,ocl(:goooo(
Pangkat hoooooooo<
NIP X:oooooooooor

ilo JABATA.IT
DALAT TIU

I{AMA TUGAS

1 PENGAWAS )0ooooooooor
X:ooooooooor
NIP X:ooooooooo<
Kepala Xxoooooooor

a
b
c
d
e

)0ooooooooo<
X:ooooooooo<
)iooooooooo<
Xxoooooooot
X:ooooooooor

2 KETUA X:ooooooooot
X:ooooooooo<
NIP Xxoooooooor
Kepala X:ooooooooo<

3 ANGGOTA a. Xrooocooooo<
Xxoooooooo<
NIP X:ooooooooo<
Kepala X:ooooooooo<

b. X:ooooooooo<
X:ooooooooot
NIP )Gooooooooo<

Kepala X:ooooooooo<

c. Xrooooaoooo<
X:ooooooooor
NIP X:ooooooooo<
Kepala Eooooooooo<
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r,AI'gAL SI'B TTOIATAI|
BERDASARI( I| PEf,A PROSES BISMS

TAEIIT m

a;a;a:a. a_ a. a;a;o, a;a ja. a;a;a.

f,o AfffVmAa
JADWAL PEIAf,AAXAAX

JAII TEA IAR APR, JI'T JI'I,L AGA AIP orT rov DEA

I Xffirorm

2 Xffiooffi

3 )dogmoo(

4 XEmIm(

5 )omm(

6 Xro<nmlmrx
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C. Penugasan Antar Bidang/Bagan Internal Perangkat Daerah/Unit Kerja

KOPNASKAH DINAS

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomoor
Lampiran
Sifat
Hal Permintaan Anggota Tim X:oooor:o< Tahun:ooo<

SehubungandenganrencanapelraksanaanSubKegiatanX:ooooooot
tahun mc dengan ini kami mengajukan permintaan persetujuan atas nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

)(:ooomooooo(
)Coooooooooo(
)ftoooooooooo(
Xroomooooc

sebagai anggota Tim )ooomm< Tahun Anggaran:mor'

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Saudara

diucapkan terima kasih.

Xxtmomoooo(,

ETETM'E
Panglrat )i:oooooooo<

NIP )0r:ooooooooor
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KOP NASKAH DIITAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Dasar : )fioooomoo<

MENUGASKAN:

Kepada
(Nama, NIP, Pangkat,Golongan Ruang dan Jabatan terlampir)

Untuk
1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas

untuk melakukan tugas sebagai tim )Goor:oorm<.
2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal :or Xmmooo( :rm hingga :or

Xmr >orr(, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempa.tan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Tuga.s ini,
dibebankan pada DPA )(xmooo<m Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggaran:ooor.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaga,imana
mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggd :or )Gox mor

)o(xx)ofixxx

ffi
PangfuatXmooomr
MPXxm,oomoor
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la.mpiran
Surat Tugas Kepala Xpooooooooor
Nomor :

Tanegal :

DAI"IAR PEICUGASAT TIf IOMOOOTffi TAHIII( AI|GGARAIT ]EPq

xr]oEpcEo(
Pangkat X:oooomoo<
NIP Xxooooooooot

TUGASf,AUA.,ABATAT
DAI.AU TIU

ro

X:omoooooo<
Xrcoooooomr
NIP X:omooomo<
Kepala )(:ooooooaoo(

PENGAWAS1

)Cooooooooo(
X:ooooooooo<
NIP X:moooooor
Kepala X:ooooooooor

KETUA2

a. Xnoomomc
)Gmomr
NIPX:mmoooo<
Kepala X:woomooo<

b. X:oomo<m<
)Cooooooooo<
NIPXmmoooor
Kepala )0ooo<looooo<

c. X:mwwc
hooooooooot
NIP Xnmoooooo<
Kepala )toooooooool

3 ANGGOTA
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JADSAL AI'B TEGIATAI
BERDASANTA,I PEf,A PB(EEA BISilIB

TAEI'II

no AEffYIfitE
JAWitL PIIIIiAIAAT

JAT ttB IAB AFR JI'T JI'I.L AO3 8GP of,T f,ot Dta

1 Xffi(

2 Xmffi

3 Xffi(

4 Xffi

5 Xffi

6 Xffi
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D. Penugasan Lintas Perangkat Daerah/Unit Keg'a

KOP NASKAH DIIVAS

DD mmmmYYYY

Kepada
Yth. Xrooom

Di
Makale

Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Sub Kegiatal.

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan )Ooooooo<
pada X)oooooom( Tahun Anggaran :<m, dengan ini kami
mengajukan permohonan izin atas nama:

Nomor
Sifat
Lampiran
Hat

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

)Gomoooooor
)ftmrpooo<
Xrooooooorx
Xrcoooooootx

untuk ditugaskan menjadi anggota tim pelaksana sub kegiatan
tersebut di atas selama tahun angqaran :<xor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya
diucapkan terima kasih.

,ffi
Pangkat X:oooooooor
NIP )Gomooooooo<



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
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KOP NASKAH DINES

DD mmmmYYYY

Kepada
Yth. )kmooooo<

Di
Makale

Permintaan Anggota Tim

Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan X:oooooc<

pada rcooomoo< Tahun Anggaran noor' dengan ini kami

mengajukan permohonan izin atas Pegawai Negeri Sipil sebanyak

2 (d;d orang (daftar terlampir) untuk ditugaskan menjadi

anggota tim pelaksana sub kegiatan tersebut di atas selama

tahun anggaran :ooor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya

diucapkan terima kasih.

xxxxxxxxxx,

ffi
Pang!<at )tooocoooot
NIP)tooommor



-52-

l^ampiran surat Kepala X:ooooor Kabupaten Tana Tora.ia
Nomor :

Tanegal :

DATTAR IfAf.A PEGAWAI ITEGERI SIPIL YAI{G DIA.'T'IIAI| IZITITYA
III{TI'I( UEruADI ATTG'G(yTA TIT PEI"AITSATA

SI'B IIEGIATAI{'ODTffiOTMT
TAIITM AI{GGARA,I{ MO(

,ocffir
Pangkat Xroooooooo(
NIP X:oooooooooo<

ro rAtA JABATAI{ PEIYUGASAT DALII.U
TIU

1 )0oooooooo<
X:omoomo<
NIP )Omooooo<

X:ooomooor Anggota Tim

2 Xmom<
Xpooooooor
NIP X:oooooooor

X:oooooooor Anggota Tim



Nomor
Sifat
[.ampiran
Hal
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KOP NASKAH D/NAS

DD mmmmYYYY

Kepada
Yth. Xmoooor

Di
Makale

Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: )ooooo(,

Tanegal DD mmmmmm YYYY, Hal Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Kegiaran, dengan ini kami sampaikan kepada saudara
bahwa pegawai atas nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

)Gooo<mooor
X:ooooooooor
Xxooooooaor
)&oooowooor

belum dapat menjadi anggota tim pelaksana sub kegiatan
tersebut di atas setelah memperhatikan beban ke{anya pada
X:ooooooor yang telah mencapai jumlah maksimal.

Demikian disampaikan,
terima kasih.

atas perhatiannya diucapkan

xxxxxxxxxx,

totEooooEx
Pangkat X:oooooooo<
NIPXrcoooooo<



Dasar

Kepada :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS
Nomor:

1. Peraturan Bupati Tana Toraa Nomor >o< Tahun 2024 tentang
Sistem Kerja.

2. Surat Kepala X:oooo< Kabupaten Tana Toraja Nomor ....,
Tanggal...., Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
dengan ini

MENUGASKAN:

}(:ooooooo<
&ooooooo<
hooooooor
)(:ooooooo<

Untuk :

1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk menjadi anggota tim pelaksana loooooooooooo( Tahun Anggaran
)oooo(.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal >o< X:ocoooooor :ooo< hingga rc<

)Goaooaoo(:ooo<, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan setiap bulan.
3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus

memenuhi target kinerjanya pada X:ooooo<x Kabupaten Tana Toraja

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanegal >or X:oo< >ooo<

,ooorEooo(
Pangkat X:oooooooo<
NIP X:oooooooooo<
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Dasar 1. Peraturan Bupati Tana Toraa Nomor :o< Tahun 2O24 tentang
Sistem Kerja.

3. Surat Kepala X:oooor Kabupaten Tana Toraja Nomor ,...,
Tanggal...., Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
dengan ini

MENUGASKAN:
Kepada

(daftar nama pegawai terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk menjadi anggota tim pelaksana )oooooooooooo( pada X:oooooooo<
Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran:oooor.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal x< X:oooooooo< :owr hingga :or
hooooooar:ooor, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan setiap bulan.

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus
memenuhi target kinerjanya pada X:oomox Kabupaten Tana Tor4la

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal ro< Xroo< :ooor

,ommooo(
Pangkat X:oooooooo<
NIP X:ooooooomo<
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Lampiran surat Kepala Xpoomr Kabupaten Tana Toraja
Nomor :

Tanggal:

DAtrIAR I|ATA PEGAWAI IIEGERI SIPIL YATG DITU<TAAKIT
T'TTI'I( UET.'ADI AI{GG(}TA TIf PEI,AKSATA
:Tffi TAIIT'T A,trG(iARAT TEE

,crEElffi
Pangkat Xrooooooo(
MPX:moooomr

ro rAUA JABATAIT
PEITUGAAAI DALA,U

TIU

1 X:ooomr
Xmoor
NIPXmrpoooor

)toooooooor Anggota Tim

2 )Gooooomot
)Cooo6ooo(
NIP Xxooxooor

X:oooomo<x Anggota Tim
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KOP NASKAH DTVAS

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR XXXXXXXXXXX

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN:ooor

BUPATI TANA TORA.IA

Menimbang : a. X:oowoooooor;
b. X:oomoootm<;
c. X:oooooooooor;

Mengingngat:

MENETAPI(AN:

KESATU

KEDUA

KETIGA X:ooooooooo<

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim X:ooor:oooos dengan susunan keanggotaan
sebagai64la tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

adalah sebagai berikut:

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Anggota a. X:omoooooo<;
Xmoooooo<;
X:ooooooaoo<
X:owooooor
X:mooooooo<

1

2
3

,

a
b

a
b
c
d
e

b.
c.
d.
e.

f.

KEEMPAT X:ooooooooo<;



KEEMPAT Xxoooooooor;
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Ditetapkan di Makale
Pada tanggal:u X:oor mq

a.n BUPATI TANA TORA.IA,
SEKRETARIS DAERAH,

)oooooooo(
Pangkat)(ffiq
NIP )Gomooooooor

Tembusan :

1. Bupa.ti Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
2. Wakil Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
3. Inspektrr Kabupa.ten Tana Toraja di Makale;
a. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat



1. Pengarah

2. Penanggung Jawab

3. Ketua

4. Anggota
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMORXXXX
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX

)(ro<rcooormx

)Coooooooooooq
hoooooo<looooor
hoooooooooooq
&ooooooor:oog
)Gomoooornow
)(:moooomoooo<
)toooooooooooor

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal :or X:oor :ooor

a.n BUPATI TANA TORA"IA,
SEKRETARIS DAERAH,

)o(xxxxxxx
Pangkat X:ooooooooo<
NIP X:oooooooooo<

SUSUNAN TIM XXXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN:ooo<

I
2
3
4
5
6
7
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JAI'WALSI'Bf,EGIATAXW
BERI'ASARtrAI| PEIA PROSES BISilIS

TAEI'II

Ifo AI(TIVITAA
JAI'WAL PEIAI{AATAAT

JAf, FEB IAN AFR XEI JI'II JVLL AGA AEP otrr rov DEs

I Xxmm

2 Xxxmooaxg

3 Xffioo(m

4 Xmx

5 Xxxxmmm

6 XEffi!ffi
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E. Penugasan Lintas Pemerintah Daerah / Kementerian/ Instansi Vertikal

KOP NASKAH DIIVAS

DD mmmm YYYY

Nomor
Sifat
la.mpiran
Hal

Tembusan:
Bupati Tana Toraja.

X:ooooooooor
Xnoooooooq
X:ooooooooo<
Xrooommr

Kepada
Yth. koooooooor

Di
Makale

Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan evaluasi :ooo<

looocn( Kabupaten Tana Torqja Tahun xroo( yang akan
dilaksanakan pada tahun :oou, kami mengajukan permohonan
persetujuan pegawai:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

Untuk ditugaskan menjadi evaluator pada kegiatan dimaksud
yang rencana pelaksanaannya pada Bulan rooo< Tahun :ooor
(timelinc terlanpirl.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

a.n. BUPATI TANA TORA.TA

SEKRETARIS DAERAH,

XEffiCB
PangkatXmmoor
NIP X:oooooooooor
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.,AI'WAL SI'B TEGIATAX
BERDASARXAT PETA PROSES BISI|IA

TASI,IT

ro ArIIVT:IAA

JAI'WAL PEIAIISATAAT

JAI| FDB XAR APR f,EI JI'T JI'LL AGA AEP OI(T f,ov DEA

I Xffi

2 )<ffi

3 Xffi

4 Xffi

5 Xffi

6 Xrmoffi
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KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN:ooo<

)Cooooooooos(
boooooooooo<
)Goomoooooo<

Membentuk Tim X:ooooooooor dengan susunan keanggotaan
sebagaimsns tercantum dalam lampiran yang merupalan
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimalrsud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah )Gooooooooo<

Penanggung Jawab

Ketua

kooooooooor
&ooooooooor
X:ooooooooo<

Anggota a. X)ooooooooo(;

BUPATI TANA TORA"IA

Menimbang :

Mengingngat:

MENETAPI(AN:

KESATU

KEDUA

KETIGA

a.
b.
c.

t.
2.
3.

MEMUTUSI(AN:

a
b

a
b
c
d
e

,

,

KEEMPAT X:ooooooooo<



KEEMPAT Xnorrcmmr;

-il-

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal:rx )Goor m

a.n BUPATI TANA TORATA,
SEKRETARIS DAERAH,

)oooooo(xx
PangkatXroffi
MP Xmomooo<

Tembusan :

1. Bupa.ti Tana Toraja (sebagai di Makale;
2. Wnkil Bupa.ti Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Mal<ale;
4. Masing-rrasing yang bersalgkutan di Tempal
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lj,MPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORA"'A
NOMOR)O()()(
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM x)OOOOfiXX

SUSUNAN TIM XXXXX)OO(rcOO( TAHLTN ANGGARAN :ooor

I. Pengarah

2. Penanggung Jawab

3. Ketua

4. Anggota

)kommooom

Xpooow
Xpoomoomomt
Xmmmooorxx
Xmq:cxx
Xrmooorxm
XEffiffi

I
2
3
4
5
6

a.n BUPATI TANA TORA"IA,
SEKRETARIS DAERAH,

)oo(xrcofix
PangkatXmooooor
MPXmm<
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t,ADYAL SI'B f,ICIATAIT
BERDASARXAT PEf,A PROSES BISI|IA

TAET'IT ffi

JADWAL PDIAIAATAAT

DEAovof,TAE?AG8JI'ITJI'TIEIAPRIARrEBJA,i
ArIIVITAAf,o

XrffiI

)(xffi2

)OD@3

Xffi4

X@5

X@6
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F. Pengajuan Sukarela Internal Sekretariat/Bagian/Bidang dan Antar
Bidang/Bagian

KOP NASKAH DIIVAS

NOTA DINAS

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Sifat
Hal

Yth. Xrcooooooco<

)Goomoooaro(

Pengajuan Menjadi Anggota Tim X:ooomooq Tahun X:oo<

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas X'ooo( pada kegiatan :ooo<

yang bersesuaian dengfu kegiatan roo<, dengan ini kami mengajukan

permintaan untuk menjadi anggota pada Tim Xroooomor Tahun Anggaran

:ooor. Adapun pencapaian target pada Sub Kegiatan X:oooooor Tahun :ooo<

tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan tim

dimaksud.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu

diucapkan terima kasih.

xprxEm(
Pangkat )0oooooooor
NIP X:<moooooao<
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KOP NASKAH DI]VAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Dasar : X:ooooooooooox

MENUGASKAN:
Kepada

(Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan Terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk melakukan tugas sebagai tim Xpooooooao<.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal :or X:oooooooo< >ooor hingga :or
booooooo< )ooe(, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaal Surat tugas ini,
dibebankan pada X:ooooooor.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal ro< X:oor :ooo<

,O(EEE'ECX
Pangkat )Goooooooo<
NIP X:oooooooooo<
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Ia.mpiran
Surat Tugas Kepala )Coooooooooo(
Nomor :

Tanggal :

DAI'TAR PEIIUGASAI{ Ttr'OOOOOOOOCffi

xxxxxxxxxx,

IoOOrnOm(
Pangkat X:oooooooo<
NIP X:ooooooooco<

ilo JIIBATAJ{
DALAT TIU

ITATA TUGAS

1 PENGAWAS X:ooooooooo<
Xrooooooooo<
NIP X:ooooooooor
Kepala X:ooooooooor

2 KETUA X:ooooooooo<
X:ooooooooor
NIP X:ooooooooo<
Kepala )(:ooooooooor

3 ANGGOTA a. X:ooooooooor
)(:o(rcwooo(
NIP X:ooooooooo<
Kepala X.moooaooo(

b. X.:ooooooooo<

)(.:ooooooooo<

NIP X:ooooooooo<
Kepala hooooooooot

c. X:ooooooooo<
Xloooomooo(
NIP hooooooooot
Kepala Xmooooooo<
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T,ADVAL SI'B TEGIATAII
BERDASARTAI{ PETA PROSES BISrIS

TAHI'If

;a;a;o:a. a, a. a;a;a, o;a;a;alia;a

ro AKIIVITAA

JADWAL PEIAXAAITAAIT

JAT rEB IAN, APR, XEI JI'T JI'LL AGA AEP otrr rov DEA

I Xffi

2 Xffi

3 Xffi

4 Xffi

5 Xffi

6 Xmmffi
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G. Pengajuan Sukarela Lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja

KOP NASKAH DII'AS

DD mmmmYYYY

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Pengajuan Meqjadi Anggota Tim

X:ooorg.

Sehubungan dengan pelaksanaan
bersesuaian dengan tugas ffi,
mengajukan pegawai atas nama:

rmooa
dengan ini

yang
kami

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

)&or:om
)<nooom
Xmooomoor
)fioooorm

Untuk ditugaskan menjadi anggota tim pelaksana kegiatan
tersebut di atas selama tahun angaran mor..

Demikian disampaikan, atas
terima kasih.

perhatiannya diucapkan

lrrE7gTa^ r
PangkatX:ooomm
NIPXmmooooor



Nomor
Sil:at
Lampiran
Hal
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KOP NASKAH DIAIAS

DD mmmmYYYY

Pengajuan Menjadi Anggota Tim
XmmL

Sehubungan dengan pelaksanaan ,ooo( yang bersesuaian
dengan tugas m, dengan ini kami mengajukan 2 (dua) pegawai
(daftff untuk ditugaskan menjadi anggota tim
pelaksana kegiatan tersebut di atas pa.da tahun anggaran rom(.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

)oooooofixx

ffi
PangfutXmrx
MPX:omoooomor
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La.mpiran surat Kepala Xm Kabupa.ten Tana Toraja
Nomor :

Tanggal:

DAFTAR ITAT.A PEGAWAI I{EGERI SIPIL YAITG DITUGASI(AT
T'I[TI'I( TEI|JAI'I AXGGC/IA TIU PELAXSAITA

SIIB XFI}IATAIT EMOCI,OT
TAIITM AilGGARAITffi

xxxxxxxxxx,

,orffi
Pangkat X:oooooooo<
NIP )(:<rc<rooooooo<

Ifo IYA.U.A .,ABATAI| PEIIUGASAr DALITU
TIU

1 hoooooooor
)Cwomwo(
NIP X:oooooooor

X:oooooooo< Anggota Tim

2 X:oomomor
Xrooooomo(
NIPXrooomor

X:ooooooooc Anggota Tim



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
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KOP NASKAH DflVAS

DD mmmmYYYY

Kepada
Yth. Xmooq

Di
Makale

Pengajuan Anggota Tim
Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: m, Tanggal

DD mmmm YYYY, Hal Pengajuan Menjadi Anggota Tim Xnoor'

dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pegawai atas

nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

belum dapat menjadi anggota tim pelalsana sub kegiatan

[.*u"t d]i atas setelah mimperhatikan jumlah angcota qr-n

p"^Lt*"a' f."gi"t"tt ai-"ksud yang telah mencapai jumlah

maksimal.

Demikian disamPaikan'
diucapkan terima kasih.

atas perhatian BaPak/ibu

ICEffiEET
Pangkat X:oooooooo<

NIP Xmoooooooor
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KOP NASKAHDINAS

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX
TAHUN ANCGARAN:mo<

BUPATI TANA TORA"IA

Menimbang : a. X:oooooooooc<;
b. X:oooooooooo<;
c. X:oomooooo<;

Mengingrrgat:

MENETAPKAN:

PERTAMA

KEDUA

Anggota

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim X:ooooooooor Tahun Anggaran >mo<, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Dildum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah

Penanggung Jawab a. X>ooooooooo<;
b, X:omooooool;

Ketua
&ooooooooor
X:ooooooooor
Xooomoooor
X:ooooooooo<

rcwooooooor
X:oooooooool
Xrcoooooooo<

1

2
3

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

,

KEEMPAT X:ooooooooo<



KEEMPAT )(rorrooo<m;
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Ditetapkan di Makale
Pada tanggal ror )&oor :ooo<

a.n BUPATI TANA TORA"IA,
SEKRETARIS DAERAH,

Panglat)Goomx
MP)Goooom

Tembusan :

l. Bupa.ti Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
2. Wakil Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
3. Inspektur Kabupa.ten Tana Toraja di Makale;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR)OfiX
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM rcOOO(xXXX

SUSUNAN TIM XXXXXrcOfi)OO( TAHUN ANGGARAN:m

1. Pengarah

2. Penanggung Jawab

3. Ketua

4. Anggota )(:oommm
Xrcmq
)Gmoor:rmms
)$oooom
)&omr:omw
Xrmooooooffi

I
2
3
4
5
6

a.n BUPATI TANA TORA"IA,
SEKRETARIS DAERAH,

)ooofixrco(
PangkatXmomr
NIP)(:o<xmo<
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JADYALsT'BTEGIATAITffi
BERDASARIIAIS PETA PROAES BISf,IS

TAHI'I| ffi,

JAIIWAL PEIAIISAIIAAIT

rov DE8AGS AEP ol(fJI'IT JI'ITAPR UEIJAf, IEB XAR
AIMTVITAATO

Xffi1

2 Xrffi

3 x)mffi

4 Xffi

XIoowffi5

6 Xmooffi



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

-79 -

KOP NASKAH DINAS

DD mmmmYYYY

Kepada
Yth. )Goooooow

Di
Makale

Penyampaian Rekomendasi
Penilaian Anggota Tim.

Sehubungan dengan berakhirnya peLaksanaan tugas Tim
)tomooor Tahun:ooo< sejak:or Xm:ooor sampai dengan:or X:oor
:ooo<, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa
pegawai atas nama:

Nama
Pangkat
NIP
Jabatan

hooooooooo<
)0ooooooooor
)Gooooooooo<

)Gooooooooor

direkomendasikan penilaian di bawah ekspektasi/ sesuai
ekspektasi/di atas ekspektasit selama menjadi anggota tim.

Demikian disampaikan,
diucapkan terima kasih.

atas perhatian Bapak/ibu

IOETTOOmTX
Pangkat booomooor
NIP X:oooooooooor

*pilih salah so,tu



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
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KOPNASKAH DINAS

DD mmmmYYYY

Penyampaian Rekomendasi
Penilaian Anggota Tim.

Sehubungan dengan pelaksanaan tuggs Tim
Xpooooq Tahun )ffi sejak xr )Ooq:ooo< sampa.i dengan s Xmr
:onrx, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara rekomendasi
penilaian kinerja pegawai selama menjadi anggota tim
seba gaimen4 terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/ibu
diucapkan terima kasih.

r:n(Iffi
Pangfut Xmoooooor
NIP)tpmoooor
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la.mpiran surat KePala Xrmr
Nomor :

Tanggal:

DA, TAR REIIOUETI'ASI PErIL/UAI{ PEGAITAI ITEGERI SIPIL YAI{G
DITUGASITAT I'I{TI'T UETJAI'I ArGGOTAflT PEI"AKSAIA EM(

PADA BADAI{ EEEICT TAHIIIS AI|GGARAIT rm

rffiooo(
Pangkat Xmoooooo<
NIP )Gooooommq

*pilih sala.h satu

TORA"IA,

ALI,ORERUNG

ro rAUA JABATAI{ PEM'GASAil DALA.U
TIU

1 )Gooooffio(
Pembina
NIP )ftomooom<

Analis Kebljakan
Ahli Muda

Anggota Tim

2 Xporm<
Penata Tingkat I
NIPXmooomo<

Analis Kebijakan
Ahli Muda

Anggota Tim


